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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Pengaturan mengenai peningkatan status Hak Guna Bangunan menjadi 

Hak Milik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu 

yang pertama Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik atas tanah 

untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS). 

Dimana pemilikan tanah perumahan yang berkapasitas hak secara merata 

dan menjangkau masyarakat ekonomi lemah yang perlu untuk 

ditingkatkan. Kemudian Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik 

atas tanah untuk Rumah Tinggal yang telah dibeli oleh Pegawai Negeri 

dari Pemerintah. Pemilikan tanah perumahan yang berkepastian hak secara 

merata dan menjangkau seluruh masyarakat perlu ditingkatkan dalam 

rangka untuk mengusahakan pemilikan tanah peruntukan yang 

berkepastian hak bagi pegawai negeri. Dan terakhir Keputusan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak 

Milik atas tanah untuk Rumah Tinggal. Rumah tinggal merupakan 

kebutuhan primer manusia sesudah pangan dan karena itu untuk menjamin 
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pemilikan rumah tinggal bagi warga negara Indonesia perlu menjamin 

kelangsungan hak atas tanah tempat rumah tinggal tersebut bediri. 

2. Dalam pelaksanaan peningkatan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak 

Milik dilakukan beberapa tahap diantaranya, tahap pertama pemohon 

harus melampirkan sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohon untuk 

ditingkatkan menjadi Hak Milik, melampirkan surat bukti pelunasan harga 

tanah yang bersangkutan. Kemudian tahap kedua pemohon melengkapi 

dokumen sebagai bukti yang berupa surat keterangan dari Kepala Desa, 

surat permohonan, ijin mendirikan bangunan, surat kuasa permohonan, 

serta fotocopy KTP/identitas pemilik hak. Kemudian membayar biaya 

pelayanan pendaftaran perubahan hak dengan tariff Rp.50.000,- setelah 

kelengkapan telah terpenuhi dilanjutkan dengan tahap Standar dan 

pengaturan pelayanan pertanahan (SPOPP) yaitu pertama menuju loket 

pelayanan pendaftaran kemudian, loket pembayaran, pelaksana subseksi 

pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan, Kepala subseksi 

pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT, Kepala seksi 

hubungan hukum pertanahan, Kepala kantor pertanahan, pelaksana 

subseksi pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan dan terakhir loket 

pelayanan penyerahan. Setelah semua telah dilengkapi, maka pemohon 

dapat menunggu sertipikat tersebut dalam jangka waktu lima hari kerja 

atau bisa saja dalam satu hari kerja sebab dalam pengerjaan peningkatan 

status hak tanah di BPN Kota Mataram terdapat jenis pelayanan 

pertanahan dengan istilah One Day Service. 
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B. Saran 

Setelah mengambil kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut : 

a. Pihak BPN Kota Mataram diharapkan dapat menginformasikan kepada 

masyarakat terkait adanya pengaturan yang mengatur tentang peningkatan 

status hak atas tanah tersebut agar masyarakat lebih memahami bagaimana 

aturan yang mengatur tentang pelaksanaan peningkatan status hak atas 

tanah tersebut sekaligus memberi pengetahuan kepada masyarakat 

mengenai pentingnya melakukan peningkatan status hak atas tanah. 

b. Kepada masyarakat yang telah mengetahui dan memahami isi peraturan 

yang mengatur tentang peningkatan hak atas tanah dan pentingnya 

melakukan peningkatan hak atas tanah, diharapkan dapat memberikan 

pengalamannya dalam melakukan pengajuan peningkatan hak atas tanah 

kepada tetangga atau orang disekelilingnya yang ingin melakukan 

peningkatan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik.  
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Gambar 1: Wawancara dengan Ibu Kanti Rahayu 

 

Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Supar 
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Gambar 3: Ruangan Resepsionis 
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